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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pasal 363 KUHP yang diaplikasikan terhadap terdakwa yang mencuri bahan 

pokok non food tidak memenuhi unsur di karenakan lebih memenuhi jenis-

jenis penghapusan pemidanaan dan alasan pemaaf . karena dimana terdakwa 

terpaksa mencuri. Pada saat itu penjarahan seolah sah terjadi dikarenakan 

para penjarah dianggap tak melakukan perbuatan melawan hukum karena 

berlandaskan asas penghapusan pidana yang seluruhnya memenuhi unsur, 

sehingga menjadikan belum tercapainya kepastian hukum karna belum 

efektifnya Pasal 363 KUHP dalam kasus ini dan masih mempertanyakan 

pada siapa korban berhak meminta ganti kerugian. Maka dengan 

terpenuhinya seluruh unsur penghapus pidana, seharusnya terdakwa 

pencurian pemenuhan kebutuhan pada 142 orang terdakwa tersebut tidak 

bisa di pidana. 

2. Penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-

hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Maka upaya 

perlindungan hukum represif dirasa sangat penting diberikan pada setiap 

korban pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu tersebut. Mengingat 

begitu besarnya kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh para 
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korban yang sudah penulis jelaskan pada Bab III. Ditambah lagi Pasal 363 

KUHP yang sebagai perlindungan hukum preventif yang malah belum bisa 

terlaksana dengan baik. Sehingga menimbulkan belum tercapainya 

pemberian hak-hak korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Maka upaya 

perlindungan hukum represif yang bisa diimplementasikan korban 

pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu tersebut yang sesuai dan 

diharapkan bisa membantu para korban yang masih bingung dalam 

mengajukan hak nya sebagai korban dalam perkara pidana, khususnya 

dalam mengajukan ganti kerugian materiil dan immaterial yang diderita 

korban, baik kepada pelaku atau pun Menteri Dalam Negeri terkait. Agar 

terciptanya kepastian hukum, dan tercapainya rasa keadilan bagi korban. 

Untuk mencegah dan menghentikan menyebarnya perilaku ini, perlu 

ketegasan. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan warga saat terjadi 

bencana alam jika tidak ditangani secara serius bisa nantinya mengarah ke 

kriminal, penjarahan dengan pembiaran tanpa adanya yang bertanggung 

jawab menjadi definisi yang ambigu, antara mekanisme survival atau ‘aji 

mumpung’. 
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B. Saran 

1. Pemerintah harus lebih teliti dalam menentukan sanksi pidana terhadap 

kasus pencurian pada saat bencan alam,dimana pemerintah harus lebih 

detail dalam melihat unsur-unsur, dan faktor dalam tindak pidana pencurian 

saat bencana alam. Peraturan harus ditinjau secara obyektif, bahwa unsur 

proporsionalitas, subsidairitas dan lainnya harus juga terpenuhi karena 

antara sifat daya paksa dan kepentingan hukum yang dilanggar haruslah 

seimbang. Sehingga implementasi hukum dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai norma dan tidak mengesampingkan asas kesamaan dimata hukum. 

Yang menimbulkan munculnya rasa ketidak adilan yang dirasakan warga 

korban bencana alam dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Selain itu peran 

pemerintah sangat penting, pemerintah harus lebih bijaksana dalam 

mengorganisir segala bentuk anjuran yang di keluarkan, tidak semata-mata 

menganjurkan urgensi aturan yang tidak menerawang akibat yang akan 

terjadi setelahnya.  

2. Upaya perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan hukum 

terakhir yang bisa digunakan korban dalam menuntut haknya dalam Sistem 

Peradilan Pidana. Maka upaya perlindungan hukum yang sudah penulis 

jabarkan bisa diberikan pada setiap korban pencurian tersebut dan 

dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum itu sendiri. Penetapan 

keputusan hakim yang adil dan sesuai, juga kerja sama yang baik antara 

instansi pemerintah terkait, merupakan faktor penting dalam terlaksananya 

pemberian hak ganti kerugian pada korban. Selain upaya-upaya yang sudah 
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disebutkan penulis, penulis menyarankan ada baiknya para korban 

penjarahan mencoba mengajukan penggantian asuransi yang dimiliki oleh 

pihak toko terkait, meskipun dalam Polis Standar Asuransi Gempa Bumi 

(PSAGBI) penjarahan termasuk pengecualinnya, Ketua Asosiasi Asuransi 

menyatakan pihak terkait bisa melampirkan bukti sebaliknya agar asuransi 

bisa digunakan. Klaim diterima atau ditolak nya setelah di identifikasi dan 

di verifikasi, lalu diputuskan sesuai keputusan Asosiasi Asuransi Umum 

Indonesia (AAUI). Maka untuk mengupayakan Perlindungan terhadap 

korban dengan menerapkan ketentuan undang undang yang ada secara 

maksimal maupun melalui pengembangan yurisprudensi dalam rangka 

mengisi kekosongan hukum, serta upaya upaya lain yang manfaatnya dapat 

dirasakan oleh korban kejahatan. Jangan sampai korban yang sudah pihak 

dirugikan, sama sekali malah tidak mendapatkan kepastian hukum dan rasa 

keadilan yang seharusnya dijamin oleh Negara itu sendiri pada setiap 

korban tindak Pidana. 
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